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BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari unsur-unsur Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 6 

UU MIG, kacang cisoka telah memenuhi karakteristik, kualitas, reputasi, 

dan faktor manusia. Maka sudah seharusnya kacang cisoka di Kecamatan 

Cisoka didaftarkan atas Indikasi Geografis.  

2. Ada beberapa keuntungan dari didaftarkannya kacang cisoka sebagai 

Indikasi Geografis, di antaranya karena Banten sama sekali belum 

memiliki Indikasi Geografis sehingga apabila, memberikan pelindungan 

komunal, memberikan hak eksklusif, bernilai ekonomi, menjaga eksistensi 

dan kualitas kacang cisoka, melindungi kearifan lokal, dapat menjadi 

regional branding, dan tahun 2024 dinobatkan sebagai tahun Indikasi 

Geografis. 

3. Meskipun banyak sekali keuntungan, tetapi terkait pendaftaran kacang 

cisoka sebagai Indikasi Geografis masih terdapat beberapa kendala, yaitu 

kurangnya rasa memiliki, tidak memiliki perkebunan kacang, minimnya 

kesadaran hukum, belum adanya MPIG, kacang cisoka tidak terlalu unik, 

dan tidak dapat digunakannya pranata hukum lain berupa indikasi asal. 

Maka dari itu, kacang cisoka sulit untuk bisa didaftarkan pada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis susun pada bab-bab 

sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kecamatan Cisoka harus lebih gencar memberikan penyuluhan 

atau bimbingan dari pemerintah terkait konsep HKI dalam bentuk 

pengajaran; 
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2. Pemerintah Kecamatan Cisoka harus memiliki peran yang lebih aktif dalam 

menggerakan kacang cisoka menjadi lebih berkembang; 

3. Perlu dibentuk MPIG supaya kacang cisoka dapat didaftarkan atas Indikasi 

Geografis. Setelah itu, dapat dibuat dokumen deskripsi indikasi geografis 

untuk dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

4. Apabila tetap ingin mengusahakan kacang cisoka untuk didaftarkan atas 

Indikasi Geografis, maka harus diusahakan juga terkait dengan faktor alam, 

yaitu dengan menanam sendiri kacang mentah yang digunakan sebagai 

bahan baku. Hal tersebut supaya kacang mentahnya memiliki kekhasannya 

sendiri juga; dan 

5. Apabila ingin mendaftarkan barang/produk di Provinsi Banten atas Indikasi 

Geografis, maka Pemerintah harus mencari barang/produk di Provinsi 

Banten memenuhi kriteria Indikasi Geografis, seperti rambutan parakan, 

rambutan tangkue, gula aren, alpukat YM, talas beneng, tenun Baduy, 

gerabah, durian, dan lain sebagainya. 
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